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 Abstract: Kota Kupang sebagai Ibukota Provinsi Nusa 
Tenggara Timur mengalami pertumbuhan penduduk 
yang signifikan, yang dipengaruhi oleh tingginya angka 
kelahiran dan migrasi. Kondisi ini menuntut 
pemerataan fasilitas pelayanan permukiman agar 
dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara 
optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
sistem pusat pelayanan permukiman di Kota Kupang 
dengan menggunakan metode Analisis Skalogram, 
Geographic Information System (GIS), dan Analisis 
Gravitasi Hansen. Berdasarkan hasil penelitian, nilai 
Coefficient of Reproducibility (COR) berada di bawah 
standar kelayakan (<0,9), menunjukkan bahwa 
distribusi fasilitas di Kota Kupang masih belum merata. 
Hasil pemetaan GIS menunjukkan bahwa Kecamatan 
Maulafa sebagai wilayah yang memiliki fasilitas 
lengkap dan berada pada Orde I, menjadikannya 
sebagai pusat pelayanan utama. Sementara itu, setiap 
Kecamatan telah menyediakan pelayanan primer dan 
sekunder bagi masyarakat. Analisis gravitasi 
mengungkapkan bahwa Kecamatan Oebobo dan 
Maulafa memiliki interaksi tertinggi karena jumlah 
penduduk yang besar dan aksesibilitas yang lebih baik. 
Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang lebih 
baik dalam pemerataan fasilitas publik, peningkatan 
infrastruktur, serta optimalisasi pusat pelayanan 
utama guna mendukung kesejahteraan masyarakat. 

Keywords:  
Pusat Pelayanan, Analisis 
Skalogram, GIS, Analisis 
Gravitasi, Kota Kupang 

 
PENDAHULUAN 

Kota adalah sebuah wilayah atau daerah yang dimana mayoritas penduduk bisa 
memenuhi semua kebutuhan ekonomi dari pasar lokal yang ada di wilayah tersebut. Kota 
diartikan sebagai pusat perdagangan, pusat industri, pusat pertumbuhan dan pusat 
permukiman oleh karena adanya kelengkapan fasilitas dalam menunjang segala kegiatan 
perekonomian. Kota yang memiliki kelengkapan fasilitas seperti: perdagangan, jasa, 
Pendidikan, kesehatan dan fasilitas sosial lainnya tidak hanya melayani penduduk kota itu 
sendiri, melainkan juga dapat dimanfaatkan untuk melayani masyarakat yang datang dari 
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luar kota (Djati, 2023). 
Kota yang memiliki kelengkapan fasilitas menyebabkan masyarakat melakukan 

perpindahan ke kota atau bermigrasi. Semakin banyak masyarakat yang melakukan migrasi 
maka otomatis pertumbuhan penduduk kota menjadi semakin meningkat. Pertumbuhan 
penduduk kota yang meningkat tidak dapat dihindari (Patrik,2021), perencanaan kota yang 
efektif tentunya mampu menyediakan fasilitas pelayanan yang baik, hal inilah yang 
mengakibatkan kota dijadikan sebagai pusat permukiman. Adapun penyebab lain adalah 
wilayah perkotaan menjadi tempat yang memiliki mobilitas lebih cepat dibandingkan 
dengan wilayah perdesaan, hal ini disebabkan oleh perpindahan penduduk yang cepat yang 
terjadi di kota (Patrik, 2021). Apabila perencanaan kota kurang efektif dan pelayanan yang 
diberikan kurang memadai maka akan mengakibatkan pembentukan permukiman kumuh di 
kota. Perlunya perbaikan perencanaan kota dan perhatian pada penyediaan fasilitas dapat 
memperbaiki situasi permukiman kumuh ini. 

Kota kupang merupakan Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan 
merupakan satu-satunya kota yang berada di Provinsi NTT. Menurut Badan Pusat Statistik 
(BPS) Kota Kupang tahun 2023, karena lokasinya yang strategis dan memiliki akses yang 
mudah ke berbagai wilayah di Provinsi NTT, Kota Kupang dijadikan sebagai pusat kegiatan 
ekonomi dan sosial. Menurut Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 
2020 Kota Kupang memiliki akses infrastruktur yang lebih maju dibandingkan dengan 
daerah lainnya di NTT seperti bandara, pelabuhan dan jaringan transportasi yang lebih baik. 
Untuk kegiatan lain seperti pada sarana pendidikan dan kesehatan, menurut Dinas 
Pendidikan Provinsi NTT tahun 2020 menjelaskan Kota Kupang memiliki beberapa institusi 
pendidikan dan kesehatan yang terkemuka di NTT seperti Universitas Nusa Cendana dan 
Rumah Sakit Umum Daerah. Hal inilah yang menjadikan Kota Kupang sebagai Pusat kegiatan 
ekonomi dan sosial. Masyarakat seperti mahasiswa banyak melakukan perpindahan 
penduduk sementara ke Kota Kupang untuk tujuan Pendidikan atau pekerjaan yang 
mengakibatkan pertumbuhan penduduk Kota Kupang yang semakin meningkat dalam 
beberapa tahun.  

Tabel 1 Jumlah Penduduk per Kecamatan tahun 2023 

 
Sumber: Kota Kupang Dalam Angka Tahun 2024 

Pola permukiman di Kota Kupang pada umumnya terbentuk karena adanya tarikan-
tarikan kegiatan perekonomian yang muncul sebagai pendukung fungsi kawasan perkotaan 
seperti pemerintahan, Pendidikan, perdagangan, perhotelan maupun aktivitas 
kepariwisataan lainnya. Hal ini terlihat dari kondisi permukiman yang banyak berkembang 
mengikuti pusat kegiatan kota dan terletak pada struktur jaringan utama kota. Kota sebagai 

Kecamatan
Jumlah 

Penduduk

Alak 84111

Kelapa Lima 77308

Kota Lama 35574

Maulafa 106884

Kota Raja 58960

Oebobo 103795
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pusat kegiatan ekonomi memiliki potensi untuk meningkatkan jumlah penduduk yang 
datang dari luar kota karena adanya kelengkapan fasilitas di wiliyah Kota Kupang. 
Pendidikan sebagai salah satu contoh daya tarik di Kota Kupang. Total penyediaan fasilitas 
pendidikan seperti Universitas/Perguruan tinggi sebanyak 13 fasilitas, total fasilitas tersebut 
lebih banyak dibandingkan dengan daerah lainnya di NTT. 

Daya tarik yang dimiliki Kota Kupang sebagai Ibu Kota Provinsi NTT mengakibatkan 
Pertambahan penduduk yang terus terjadi sehingga penting untuk melakukan perencanaan 
kota yang efektif dalam mengatur pertumbuhan jumlah penduduk tersebut. Menurut Badan 
Pusat Statistik (BPS) Kota Kupang tahun 2023, Kota Kupang belum memiliki perencanaan 
tata ruang yang jelas dan terintegrasi, sehingga pembangunan permukiman dan 
infrastruktur tidak terkoordinasi dengan baik. Perencanaan tata ruang yang belum jelas dan 
tidak terintegrasi dapat menyebabkan pembangunan permukiman yang tidak terencana, 
sehingga mengakibatkan munculnya permukiman kumuh di Kota Kupang. 

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kota Kupang tahun 2023 
menyebut 20 Kelurahan yang memiliki titik kumuh yaitu: Kelurahan Merdeka, Airnona, 
Penfui, Oesapa, Oespa Barat, Lasiana, NBD, Kuanino, Kampung Solor, Mentasi, Liliba, Oetete, 
Pasir Panjang, Tode Kisar, Tuak Daun Merah, Fatukoa, Futubesi, Bonipoi, Oebobo, Naimata. 
Berdasarkan publikasi dari Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kota 
Kupang pada maret 2023 Dari total luas wilayah tercatat sebanyak 123,95 hektare luas 
wilayah kumuh di Kota Kupang, dari 20 Kelurahan tersebut Kelurahan Oesapa Barat menjadi 
titik kumuh terbanyak dengan luas wilayah kumuh sebesar 26,31 hektare.  

Penempatan suatu kawasan sebagai kawasan permukiman kumuh adalah 
berdasarkan kriteria dari kondisi bangunan, kondisi jalan, penyediaan air bersih, drainase, 
pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah dan proteksi kebakaran. Selain kriteria 
tersebut, adapun aspek lain yang dilihat untuk menilai kawasan permukiman kumuh seperti 
sanitasi dan rumah layak huni. Rumah layak huni apabila memiliki sirkulasi udara, jumlah 
penghuni dalam satu rumah. Karena idealnya satu rumah ditempati oleh satu keluarga: ayah, 
ibu dan anak-anak. Namun di Kota Kupang banyak terjadi beberapa keluarga tinggal dalam 
satu rumah, karena anak yang sudah menikah tetap tinggal bersama orang tuanya. 

Permukiman kumuh tentunya menimbulkan masalah di lingkungan dan dapat 
memperburuk masalah kemiskinan. Oleh karena itu pemerintah kota kupang berupaya 
untuk mengurangi Kawasan kumuh dengan membantu masyarakat agar mendapatkan 
kehidupan yang layak. Upaya tersebut telah dibuktikan pada tahun 2022 lalu yaitu sebanyak 
249 rumah dibantu dengan menggunakan Dana alokasi khusus (DAK) dan 110 rumah 
dibantu dengan dana alokasi umum (DAU). Sementara itu, pada tahun 2023 dengan program 
yang sama dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kota Kupang, hanya dapat 
dialokasikan untuk membantu 10 rumah dengan anggaran sebesar Rp 70.000.000. 

Wilayah permukiman tentunya memiliki kondisi yang berbeda-beda oleh karena itu 
perlunya penyesuaian pengadaan fasilitas. Wilayah yang memiliki fasilitas terbaik akan 
menjadi pusat pertumbuhan bagi wilayah yang memiliki fasilitas kurang sehingga 
munculnya hierarki pada tiap wilayah. Hal ini sangat penting sebagai indikator dalam 
merencanakan suatu wilayah sehingga diperlukan analisis sistem pusat pelayanan. 
Pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Kupang yang terus meningkat, tentunya diperlukan 
juga pengembangan fasilitas sebagai faktor pendorong pelayanan dan kegiatan aktivitas 
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ekonomi. Analisis Sistem Pusat Pelayanan Permukiman Kota Kupang dalam penelitian ini 
menggunakan metode analisis skalogram, yaitu dengan mengidentifikasikan pusat 
pertumbuhan dari suatu wilayah dengan melihat jumlah fasilitas yang dimiliki kemudian 
akan digolongkan berdasarkan hierarki (orde).  

Berdasarkan hasil analisis skalogram dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 
Utari (2015) di Kota Yogyakarta menunjukan adanya kesenjangan pelayanan dalam 
penyediaan fasilitas di Kota Yogyakarta. Penelitian terbaru yang dilakukkan oleh peneliti 
dengan fokus penelitian di Kota Kupang tahun 2023 akan melihat tingkat pelayanan Kota 
Kupang yang dijadikan sebagai pusat permukiman seperti Kota Yogyakarta pada penelitian 
Utari (2015) terkait masalah ketersediaan pelayanan. Hal ini dikarenakan Dari 20 Kelurahan 
yang masuk kawasan kumuh, ada titik - titik tertentu yang dikategorikan kumuh yang 
terukur dari kurangnya perencanaan kota terkait penyediaan pelayanan kepada masyarakat 
Kota Kupang. Dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Kupang, wilayah kumuh 
diidentifikasi sebagai salah satu area yang memerlukan perhatian khusus dalam pengelolaan 
dan pengembangan. RDTR ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat 
yang tinggal di wilayah kumuh melalui pengembangan infrastruktur, penyediaan fasilitas 
umum, dan peningkatan aksesibilitas.  

Berdasarkan pemaparan permasalahan pada latar belakang diatas, peneliti tertarik 
untuk menganalisis bagaimana sistem pusat pelayanan permukiman di Kota Kupang sebagai 
pusat kota di provinsi NTT dengan menggunakan analisis skalogram untuk melihat tingkat 
pelayanan fasilitas di setiap kecamatan pada wilayah Kota Kupang, analisis sistem informasi 
geografis (SIG/GIS) untuk melakukan visualisasi pemetaan wilayah di Kota Kupang dan 
analisis gravitasi untuk melihat interaksi dan daya tarik tiap wilayah/kecamatan di Kota 
Kupang. 
 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif (mix method) dengan teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur dan dokumentasi.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Analisis Skalogram 

Alat analisis skalogram dilakukan untuk mengetahui pusat pelayanan dan kelayakan 
berdasarkan jumlah dan jenis unit fasilitas pelayanan yang ada di dalam setiap daerah. Untuk 
menguji kelayakan skalogram digunakan persamaan Coeffisien of Reproducibility (COR). 
Apabila hasil perhitungan reproduksibilitas (COR)>0,9-1 maka hasil perhitungan skalogram 
tersebut dapat diterima (layak). 

Tabel 2 Data Jenis Fasilitas Kota Kupang 

 
Sumber: badan Pusat Statistik Kota Kupang, tahun 2024 

 

Kecamatan
Jumlah 

Penduduk

Jumlah 

Universitas/

Perguruan 

Tinggi (Unit)

Jumlah 

SD (Unit)

Jumlah 

SMP 

(Unit)

Jumlah 

SMA/SMK 

(Unit)

Jumlah 

Rumah 

Sakit 

(Unit)

Jumlah 

Puskesmas 

(Unit)

Jumlah 

Pustu 

(Unit)

Jumlah 

Apotik 

(Unit)

Jumlah 

Klinik 

(Unit)

Jumlah 

Masjid 

(Unit)

Jumlah 

Gereja 

Katholik 

(Unit)

Jumlah 

Gereja 

Protestan 

(Unit)

Jumlah 

Pura 

(Unit)

Jumlah 

Vihara 

(Unit)

Jumlah 

Pasar 

(Unit)

Alak 84111 1 29 10 10 1 4 10 2 2 21 3 81 2 0 0

Kelapa Lima 77308 10 20 10 13 0 1 4 5 2 8 3 59 0 0 1

Kota Lama 35574 1 18 6 3 1 3 4 6 1 9 2 14 1 0 1

Maulafa 106884 2 34 16 13 3 2 9 8 3 7 7 103 2 1 1

Kota Raja 58960 9 31 5 9 2 1 4 6 3 10 2 29 1 0 2

Oebobo 103795 10 25 19 17 4 2 5 7 7 14 3 79 1 0 1
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Tahap selanjutnya dari analisis skalogram adalah melakukan perhitungan awal data 
dengan melakukan konversi seluruh fasilitas yang ada ke dalam angka satu (1) dan fasilitas 
yang tidak ada ke dalam angka nol (0). Tujuan dari perhitungan data awal ini adalah untuk 
menentukan total kesalahan (eror) pada fasilitas yang ada, kemudian akan menghitung 
persentase dari total fasilitas tersebut. 

Tabel 3 Data awal Skalogram 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik, Data Olahan tahun 2025 

Tabel data awal perhitungan skalogram melakukan pengurutan fasilitas dengan 
angka “1” untuk fasilitas fasilitas yang tersedia dan “0” untuk fasilitas yang tidak tersedia 
kemudian dilakukan penjumlahan secara horizontal dan vertical untuk melakukan 
perhitungan eror. Maka dapat diketahui jumlah eror pada data perhitungan awal skalogram 
adalah sebanyak 10 eror. Tahapan selanjutnya adalah menentukan jumlah Orde. 

 
Jumlah Orde= 1 + 3,3 log n 

Dengan n adalah jumlah kecamatan. Berikut ini adalah perhitungannya: 
Jumlah Orde= 1+3,3 Log n 
Jumlah Orde= 1+3,3 Log 6 
Jumlah Orde= 1+3,3 (0,7782) 
Jumlah Orde= 1+2,5681 
Jumlah Orde= 3,56806 
Hasil penentuan orde akan digunakan untuk mengurutkan kelayakan fasilitas dari setiap 
Kecamatan yang ada di Kota Kupang. Sebelum menentukan urutan orde, perlu diketahui 
range untuk masing-masing orde. Perhitungan range orde dilakukan dengan cara: 

Range = 
𝐍𝐢𝐥𝐚𝐢 𝐓𝐞𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠𝐠𝐢−𝐍𝐢𝐥𝐚𝐢 𝐓𝐞𝐫𝐞𝐧𝐝𝐚𝐡

𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐎𝐫𝐝𝐞
 

Range = 
15−12

3,56806
 

Range = 
3

3,5681
 

Range = 0,84079304 dibulatkan menjadi 0,8 
Range digunakan untuk menentukan besar nilai dalam suatu orde, dengan ketentuan 

dari empat orde yang telah ditentukan orde IV (empat) akan menjadi orde dengan peringkat 
kelayakan paling rendah yaitu 12 dan orde I (satu) adalah peringkat kelayakan paling tinggi 
yaitu 15. Berdasarkan hasil perhitungan range maka dapat diurutkan masing-masing orde 
sebagai berikut: 

 

 Univ.  SD SMP 

 

SMA/

SMK

 Rumah 

Sakit 
Puskesmas  Pustu  Apotik Klinik Masjid

Gereja 

Khatolik

Gereja 

Protestan
Pura Vihara

Alak 84111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 13 16% 0

Kelapa Lima 77308 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 12 15% 4

Kota Lama 35574 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14 17% 2

Maulafa 106884 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 18% 0

Kota Raja 58960 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14 17% 2

Oebobo 103795 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14 17% 2

Total 466632 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 5 1 82 100% 10

ErorKecamatan
Jumlah 

Penduduk

Fasilitas Pendidikan Fasilitas Kesehatan Fasilitas Rumah Ibadah

Jumlah Persentase

Industri 

Perekonomian

Pasar

5

0

1

1

1

1

1
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Tabel 4 Orde Kota Kupang 

 
Sumber: Data Olahan, 2025 

 
Penentuan orde dalam analisis skalogram tujuannya adalah untuk mengurutkan 

wilayah berdasakan kelengkapan fasilitas. 
Tabel 5 Analisis Skalogram 

 
Sumber: Data Oalahan, 2025 

 
Tahap terakhir dari analisis skalogram adalah Coefficient of Reducibility (COR) yang 

melakukan perhitungan tingkat kesalahan dengan menggunakan data fasilitas yaitu:  
 
 
Keterangan: 
COR  = Coeffisien of Reproducibility 
∑e  = Jumlah kesalahan 
N  = Jumlah Kecamatan 
K  = Jumlah Fasilitas 
Perhitungan COR dari analisis skalogram Kota Kupang di atas adalah sebagai berikut: 

COR=1- 
10

6∗15
 

COR= 1- 
10

90
 

COR= 1- 0,111111 
COR= 0,888889 

Hasil perhitungan COR menunjukan tingkat kelayakan fasilitas Kota Kupang 
menggunakan analisis skalogram adalah sebesar 0,8. Berdasarkan ketentuan analisis 
skalogram apabila hasil perhitungan COR untuk kelayakan fasilitas suatu daerah <0,9 berarti 
dikatakan tidak layak 
Analisis Geographic Information System (GIS/SIG) 

Berdasarkan hasil perhitungan skalogram pada analisis sistem pelayanan di Kota 
Kupang, setiap kecamatan dibagi menjadi empat orde atau hierarkies kualitas pelayanan. 

Range 0.8

Orde I 14.7 - 15

Orde II 13.8 - 14.6

Orde III 12.9 - 13.7

Orde IV 12 - 12.8

Alak 84111 13 16% 0 III

Kelapa Lima 77308 12 15% 4 IV

Kota Lama 35574 14 17% 2 II

Maulafa 106884 15 18% 0 I

Kota Raja 58960 14 17% 2 II

Oebobo 103795 14 17% 2 II

Kecamatan
Jumlah 

Penduduk
Total Persentase OrdeEror

COR= 𝟏 −
∑𝐞

𝑵𝑲
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Kemudian hasil pengordean dalam analisis skalogram akan dijelaskan melalui penerapan 
Geographic Information System (GIS) sebagai berikut: 

Gambar 1 Kecamatan Maulafa 

 
Sumber: Peta Tematik Indonesia, Diolah 2025 

Kecamatan Maulafa masuk pada kategori pelayanan utama yaitu kecamatan yang 
memiliki fasilitas paling lengkap dan berfungsi sebagai pusat pelayanan utama bagi 
masyarakat. Kecamatan Maulafa menyediakan pelayanan primer dan pelayanan sekunder 
seperti pada pelayanan kesehatan yaitu menyediakan pelayanan pertolongan pertama bagi 
masyarakat dan pelayanan dalam merawat dan mengawas pasien. Kemudian dalam 
pelayanan pendidikan, sekolah telah menyediakan layanan bimbingan konseling bagi siswa, 
perpusatkaan, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan ekstrakulikuler.  

Gambar 2 Kecamatan Kota Lama 

 
Sumber: Peta Tematik Indonesia, Diolah 2025 
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Meskipun sebagai Kecamatan dengan pelayanan Orde II hasil pemetaan menunjukan 
terdapat dua Kelurahan dengan fasilitas lengkap yaitu Kelurahan Kota Lama dan Kelurahan 
Merdeka. Dalam hasil analisis skalogram, Kecamatan Kota Lama berada pada Orde II, yang 
berarti wilayah ini memiliki kelengkapan fasilitas yang cukup memadai tetapi tidak 
sekomprehensif Kecamatan Maulafa.  Wilayah Kota lama berada dekat garis pantai maka 
wilayah ini memiliki potensi pada industri perekonomian seperti Pasar Ikan Oeba dan 
beberapa pusat perdagangan yang tetap berperan sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat 
sekitar. 

Gambar 3 Kecamatan Kota Raja 

 
Sumber: Peta Tematik Indonesia, Diolah 2025 

Kecamatan Kota Raja pada Gambar 3 sebagai Orde II yang memiliki yang memiliki 
fasilitas cukup lengkap tetapi masih bergantung pada Kecamatan lain untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat. Pada Kecamatan Kota Raja terdapat dua kelurahan yang memiliki 
fasilitas lengkap yaitu Kelurahan Kota Raja dan Kelurahan Kayu Putih.  Wilayah ini memiliki 
dua jenis pasar sebagai pusat perdagangan yaitu (pasar ikan dan pasar untuk kebutuhan 
sehari-hari) yang berperan sebagai pusat pelayanan industri perekonomian bagi masyarakat 
sekitar Kecamatan Kota Raja maupun masyarakat dari wilayah lain. Seperti Kecamatan 
lainnya Kecamatan Kota Raja menyediakan pelayanan primer dan pelayanan sekunder 
seperti pada pelayanan kesehatan yaitu menyediakan pelayanan pertolongan pertama bagi 
masyarakat dan pelayanan dalam merawat dan mengawas pasien. Kemudian dalam 
pelayanan pendidikan, sekolah telah menyediakan layanan bimbingan konseling bagi siswa, 
perpusatkaan, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan ekstrakulikuler. 
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Gambar 4 Kecamatan Oebobo 

 
Sumber: Peta Tematik Indonesia, Diolah 2025 

 
Kecamatan Oebobo dapat divisualisasikan dengan simbol atau warna tertentu sebagai 

pusat pelayanan Orde II. Peta pada Gambar 4 dapat menunjukkan distribusi fasilitas yang 
dimiliki Kecamatan Oebobo. Seperti Kecamatan lainnya Kecamatan Oebobo menyediakan 
pelayanan primer dan pelayanan sekunder seperti pada pelayanan kesehatan yaitu 
menyediakan pelayanan pertolongan pertama bagi masyarakat dan pelayanan dalam 
merawat dan mengawas pasien. Kemudian dalam pelayanan pendidikan, sekolah telah 
menyediakan layanan bimbingan konseling bagi siswa, perpusatkaan, Usaha Kesehatan 
Sekolah (UKS) dan ekstrakulikuler. Kecamatan Oebobo memiliki pusat perdagangan (pusat 
perbelanjaan) yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat seperti pada Kelurahan Tuak 
Daun Merah. Pada Kelurahan Oetete memiliki fasilitas pelayanan kesehatan yang 
mendukung masyarakat memenuhi kebutuhan dasar seperti Rumah Sakit. 

Gambar 5 Kecamatan Alak 

 
Sumber: Peta Tematik Indonesia, Diolah 2025 
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Kecamatan Alak pada Gambar 4.5 sebagai wilayah Orde III dapat ditampilkan dengan 
simbol atau warna yang membedakannya dari wilayah dengan tingkatan orde lebih tinggi. 
Kecamatan Alak dikategorikan sebagai wilayah dengan pelayanan terbatas seperti 
Kecamatan Alak (Orde III) yaitu memiliki fasilitas yang lebih sedikit dibandingkan kecamatan 
lain, sehingga akses terhadap layanan publik masih terbatas.  Kecamatan Alak tidak memiliki 
pasar utama, sehingga masyarakat harus mengakses fasilitas ekonomi di kecamatan lain. 
Meskipun demikian Kecamatan Alak menyediakan pelayanan primer dan pelayanan 
sekunder seperti pada pelayanan kesehatan yaitu menyediakan pelayanan pertolongan 
pertama bagi masyarakat dan pelayanan dalam merawat dan mengawas pasien. Kemudian 
dalam pelayanan pendidikan, sekolah telah menyediakan layanan bimbingan konseling bagi 
siswa, perpusatkaan, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan ekstrakulikuler. 

Gambar 6 Kecamatan Kelapa Lima 

 
Sumber: Peta Tematik Indonesia, Diolah 2025 

Kecamatan Kelapa Lima pada Gambar 6 sebagai wilayah Orde IV dapat diidentifikasi 
dengan simbol atau warna khusus yang menggambarkan tingkatannya dalam hierarki 
pelayanan. Kecamatan Kelapa Lima masuk pada wilayah dengan pelayanan terbatas seperti 
Kecamatan Alak (Orde III) yaitu memiliki fasilitas yang lebih sedikit dibandingkan kecamatan 
lainnya. Kecamatan Kelapa Lima tidak memiliki rumah sakit, sehingga masyarakat harus 
mengakses fasilitas di kecamatan lain, sehingga diperlukannya peningkatan fasilitas untuk 
mendukung pertumbuhan ekonomi. Seperti Kecamatan lainnya Kecamatan Oebobo 
menyediakan pelayanan primer seperti pada pelayanan kesehatan yaitu menyediakan 
pelayanan pertolongan pertama bagi masyarakat meskipun bukan rumah sakit namun 
terdapat layanan kesehatan lain yang mampu membantu masyarakat dalam memenuhi 
kebutuhan dasarnya. Kemudian dalam pelayanan pendidikan, sekolah telah menyediakan 
layanan bimbingan konseling bagi siswa, perpusatkaan, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan 
ekstrakulikuler sama seperti pada Kecamatan lainnya di Kota Kupang. 
Analisis Gravitasi 

Analisis gravitasi merupakan metode untuk menentukan daya tarik atau interaksi 
antara dua wilayah berdasarkan faktor jumlah penduduk dan jarak tempuh antar wilayah 
tersebut. 
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Tabel 6 Data awal Analisis Gravitasi 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik, Data Olahan 2025 

 
Data jumlah penduduk dan jarak tempuh akan digunakan dalam rumus gravitasi, di 

mana hubungan antara daya tarik wilayah sebanding dengan jumlah penduduknya, tetapi 
berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar wilayah. Perhitungan data dalam analisis 
gravitasi akan menggunakan rumus Analisis Gravitasi Hansen yaitu: 

I12=
P1P2

J12^2
 

Keterangan: 
I = Daya tarik Kecamatan 
P = Jumlah Penduduk 
J = Jarak antar Kecamatan 

 
Dengan menggunakan rumus perhitungan Analisis Gravitasi Hansen peneliti dapat 

mengetahui interaksi antar wilayah kecamatan di Kota Kupang dengan membandingkan 
jumlah penduduk wilayah tersebut dengan jarak antar kecamatan di wilayah yang akan 
dihitung, maka untuk hasil perhitungan Analisis Gravitasi adalah sebagai berikut: 

Tabel 7 Hasil perhitungan Analisis Gravitasi 

 
Sumber: Data Diolah, 2025 

wilayah B dan C adalah wilayah dengan hasil perhitungan interaksi/gravitasi paling 
tinggi yaitu Kecamatan Oebobo dan Kecamatan Maulafa. 
Tingkat Aksebilitas Pusat Pelayanan Permukiman di Kota Kupang 

Teori pusat pelayanan dari Walter Christaller sangat relevan dalam menjelaskan 
aksesibilitas pusat pelayanan di Kota Kupang. Christaller menyatakan bahwa pusat 
pelayanan tersebar dalam pola heksagonal, dengan pusat-pusat yang memiliki hierarki 
tertentu. Hasil penelitian menunjukan Kecamatan Maulafa berfungsi sebagai pusat 

Alak (A) Oebobo (B) Maulafa ( C) Kota Raja (D) Kota Lama (E ) Kelapa Lima (F)

A Alak 84111 2 15 13 10 9 16

B Oebobo 103795 15 2 5 8 10 7

C Maulafa 106884 13 5 2 4 10 12

D Kota Raja 58960 10 8 4 2 7 11

E Kota Lama 35574 9 10 10 7 2 10

F Kelapa Lima 77308 16 7 12 11 10 2

Jarak Tempuh (Menit)
Jumlah PendudukKecamatanSimbol

Interaksi I12 P1 P2 J12^2

A dan B 38801338.87 84111 103795 225

A dan C 53195977.07 84111 106884 169

A dan D 49591845.6 84111 58960 100

A dan E 36940305.11 84111 35574 81

A dan F 25400207.77 84111 77308 256

B dan C 443760991.2 103795 106884 25

B dan D 95621143.75 103795 58960 64

B dan E 36924033.3 103795 35574 100

B dan F 163758854.3 103795 77308 49

C dan D 393867540 106884 58960 16

C dan E 38022914.16 106884 35574 100

C dan F 57381863 106884 77308 144

D dan E 42804960 58960 35574 49

D dan F 37670080 58960 77308 121

E dan F 27501547.92 35574 77308 100
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pelayanan utama dengan hierarki tertinggi (Orde I), karena memiliki fasilitas paling lengkap 
seperti pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan rumah ibadah yang menjadikan Kecamatan 
Maulafa sebagai pusat interaksi bagi kecamatan lain. Hasil penelitian ini sejalan dengan 
konsep kota yang berkembang berdasarkan kelengkapan fasilitas dan daya tarik 
ekonominya.  Hal ini menjadikan Maulafa sebagai pusat interaksi utama yang mampu 
menarik masyarakat dari wilayah sekitarnya. Sebaliknya, Kecamatan Kelapa Lima yang 
berada pada Orde IV memiliki aksesibilitas yang lebih terbatas, dengan fasilitas yang hanya 
mencakup kebutuhan dasar masyarakat setempat. 

Pola aksesibilitas di Kota Kupang juga dipengaruhi oleh interaksi antar wilayah. 
Kecamatan dengan hierarki lebih tinggi cenderung memiliki daya tarik yang lebih besar, 
sehingga menjadi tujuan utama bagi masyarakat dari kecamatan lain. Teori Gravitasi Hansen 
juga berperan dalam memahami aksesibilitas. Hansen menyatakan bahwa interaksi 
antarwilayah dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan jarak tempuh. Kecamatan dengan 
jumlah penduduk yang besar dan jarak tempuh yang relatif dekat, seperti Kecamatan Oebobo 
dan Kecamatan Maulafa, memiliki tingkat aksesibilitas yang lebih baik dibandingkan dengan 
kecamatan yang lebih terpencil atau memiliki fasilitas yang kurang memadai. 

Berdasarkan hasil Analisis Skalogram, seluruh kecamatan di Kota Kupang dianggap 
tidak layak karena nilai Coefficient of Reproducibility (COR) yang diperoleh berada di bawah 
ambang batas kelayakan dalam Analisis Skalogram, yaitu kurang dari 0,9. Hal ini 
menunjukkan bahwa aksesibilitas fasilitas pelayanan yang tersedia di setiap kecamatan 
belum optimal, terutama dalam pemerataan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung 
kebutuhan masyarakat secara optimal. Tidak layak berarti pelayanan kurang merata, bukan 
berarti tidak ada pelayanan sama sekali. Beberapa kecamatan seperti Kecamatan Maulafa 
memiliki fasilitas yang lengkap dan berfungsi sebagai pusat pelayanan utama, sementara 
kecamatan lain seperti Kecamatan Kelapa Lima dan Kecamatan Alak memiliki keterbatasan 
fasilitas penting seperti pasar dan rumah sakit, yang merupakan kebutuhan mendasar bagi 
masyarakat.  

Berdasarkan data luas wilayah dan jumlah penduduk disetiap kecamatan di Kota 
Kupang, pengadaan fasilitas seperti rumah sakit di Kecamatan Kelapa Lima dan pasar di 
Kecamatan alak diperlukan karena dalam RTRW Kota Kupang menekankan pentingnya 
pemerataan fasilitas publik untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, pemerataan 
pembangunan fasilitas pelayanan ini sejalan dengan RTRW Kota Kupang yang mengarahkan 
peningkatan infrastruktur di wilayah dengan akses terbatas. Dengan hasil analisis ini, 
penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi 
fasilitas di setiap kecamatan. Langkah strategis seperti peningkatan jumlah dan kualitas 
fasilitas, perbaikan infrastruktur, serta penguatan konektivitas antarwilayah perlu dilakukan 
untuk meningkatkan kelayakan pelayanan. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa aksesibilitas fasilitas pelayanan di Kota Kupang 
belum merata, dengan Kecamatan Maulafa memiliki fasilitas paling lengkap (Orde I) 
sementara Kecamatan Kelapa Lima memiliki akses terbatas (Orde IV). Ini sejalan dengan 
hasil penelitian Apriana & Iwan Rudiarto (2020) tentang Kota Tanjunpinang, yang 
menunjukan ketimpangan dalam penyebaran fasilitas pelayanan di beberapa kecamatan. 
Dari hasil kedua penelitian ini perlunya strategi pemerintah untuk pemerataan fasilitas di 
seluruh wilayah guna menghindari kesenjangan aksesibilitas layanan. Selain itu, pola 
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aksesibilitas di Kota Kupang juga dapat dibandingkan dengan penelitian Utari (2015) yang 
menganalisis sistem pusat pelayanan permukiman di Kota Yogyakarta. Penelitian tersebut 
menemukan bahwa beberapa kecamatan yang seharusnya menjadi pusat pelayanan ternyata 
belum memenuhi standar pelayanan optimal. Hal ini relevan dengan kondisi Kota Kupang 
yang menurut hasil perhitungan Coefficient of Reproducibility (COR) masih berada di bawah 
batas kelayakan layanan (<0,9), menunjukkan perlunya peningkatan infrastruktur dan 
distribusi fasilitas yang lebih merata. 
Karakteristik Wilayah di Kota Kupang 

Kota Kupang, sebagai Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki karakteristik 
wilayah yang unik dan beragam. Secara geografis, Kota Kupang terletak di pesisir Teluk 
Kupang dengan ketinggian antara 100 hingga 350 meter di atas permukaan laut dan tingkat 
kemiringan sekitar 15%. Kota ini memiliki luas wilayah sebesar 180,27 km² yang terbagi 
menjadi enam kecamatan, yaitu Alak, Kelapa Lima, Kota Lama, Maulafa, Kota Raja, dan 
Oebobo. Setiap kecamatan memiliki luas dan jumlah penduduk yang berbeda, dengan 
Kecamatan Alak sebagai wilayah terluas (8.691 hektar) dan Kecamatan Kota Lama sebagai 
wilayah terkecil (322 hektar). Dari segi populasi, Kecamatan Maulafa memiliki jumlah 
penduduk tertinggi, yaitu 106.884 jiwa, sedangkan Kecamatan Kota Lama memiliki jumlah 
penduduk terendah, yaitu 35.574 jiwa. 

Karakteristik wilayah Kota Kupang dapat dikaitkan dengan Teori Lokasi yang 
dikembangkan oleh Von Thunen dan Christaller. Teori Von Thunen menjelaskan bahwa pola 
penggunaan lahan dipengaruhi oleh jarak dari pusat kota. Dalam konteks Kota Kupang, 
Kecamatan Maulafa sebagai pusat pelayanan utama memiliki fasilitas yang lebih lengkap, 
sementara Kecamatan Alak dan Kelapa Lima memiliki fasilitas lebih terbatas, mencerminkan 
pola yang dijelaskan oleh Von Thunen. Kemudian, Teori Christaller juga menjelaskan bahwa 
pusat pelayanan tersebar dalam pola hierarki, yang terlihat dalam hasil analisis skalogram.  

Kecamatan Maulafa berada pada orde I menandakan Kecamatan Maulafa sebagai 
pusat pelayanan utama memiliki fasilitas yang lebih lengkap, seperti pendidikan, kesehatan, 
dan ekonomi. Hal ini sesuai dengan teori Von Thunen, di mana wilayah dengan aksesibilitas 
tinggi cenderung memiliki lebih banyak fasilitas dan menjadi pusat pertumbuhan. Sementara 
Kecamatan Kelapa Lima berada pada orde IV, yang menurut peta Geographic Information 
System (GIS) berada di pinggiran, memiliki fasilitas yang lebih terbatas. Ini mencerminkan 
pola yang dijelaskan oleh Von Thünen, di mana wilayah yang lebih jauh dari pusat memiliki 
aktivitas ekonomi yang lebih sedikit dan lebih banyak lahan terbuka. Hal ini menunjukkan 
perbedaan karakteristik wilayah berdasarkan kelengkapan fasilitas. 

Kota Kupang juga memiliki fasilitas yang beragam, meskipun distribusinya belum 
merata. Kecamatan Maulafa, misalnya, memiliki fasilitas pendidikan dan kesehatan yang 
lebih lengkap dibandingkan kecamatan lainnya, menjadikannya pusat pelayanan utama. 
Sebaliknya, beberapa kecamatan seperti Kelapa Lima dan Alak masih menghadapi 
keterbatasan fasilitas dasar seperti pasar dan rumah sakit. Dengan kondisi ini, Kota Kupang 
menunjukkan kebutuhan akan perencanaan pembangunan yang lebih terintegrasi untuk 
meningkatkan pemerataan fasilitas dan pelayanan di seluruh wilayahnya. Kombinasi antara 
potensi geografis, demografis, dan fasilitas yang ada menjadikan Kota Kupang sebagai 
wilayah yang strategis namun memerlukan perhatian lebih dalam pengelolaan dan 
pengembangan wilayah. 
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Karakteristik Kota Kupang dengan distribusi fasilitas yang tidak merata serta adanya 
kecamatan yang memiliki peran lebih besar sebagai pusat pelayanan sesuai dengan teori 
lokasi yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian Fasa & Revayanti (2021) tentang 
Kecamatan Jatinangor juga membagi wilayah berdasarkan hierarki pelayanan dengan tiga 
tingkatan pusat pertumbuhan kawasan, pusat kegiatan perindustrian, dan pusat 
permukiman. Temuan ini berhubungan dengan bagaimana kamu mengidentifikasi hierarki 
pusat pelayanan di Kota Kupang melalui Analisis Skalogram. Kecamatan Maulafa, yang 
memiliki fasilitas paling lengkap, dapat dibandingkan dengan pusat pertumbuhan kawasan 
di Jatinangor, sementara kecamatan dengan fasilitas terbatas seperti Kelapa Lima 
mencerminkan wilayah dengan kebutuhan pengembangan lebih lanjut. Adapun dari hasil 
penelitian Tuar et al. (2021) tentang Kota Tomohon juga menemukan adanya perbedaan 
karakteristik setiap kecamatan berdasarkan fasilitas dan pelayanan yang tersedia. Di Kota 
Tomohon, beberapa kecamatan memiliki fasilitas yang lebih lengkap dan dikategorikan 
sebagai pusat utama berdasarkan hasil analisis skalogram, seperti yang terjadi di Kota 
Kupang. Ini menunjukkan bahwa struktur wilayah Kota Kupang memiliki kemiripan dengan 
kota-kota lain dalam hal distribusi pelayanan dan potensi pengembangan wilayah. 
Pola Interaksi Antar Wilayah di Kota Kupang  

Pola interaksi antar wilayah di Kota Kupang mencerminkan hubungan yang kompleks 
antara kecamatan-kecamatan yang ada, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun 
pelayanan publik. Berdasarkan hasil penelitian, interaksi ini dipengaruhi oleh distribusi 
fasilitas, jumlah penduduk, dan jarak tempuh antar wilayah. Kecamatan Maulafa, sebagai 
pusat pelayanan utama dengan hierarki tertinggi (Orde I), memiliki daya tarik yang besar 
karena kelengkapan fasilitasnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan perdagangan. 
Kecamatan ini menjadi pusat interaksi utama yang menarik masyarakat dari wilayah-
wilayah lain, terutama kecamatan dengan hierarki lebih rendah. Sebaliknya, kecamatan 
seperti Kelapa Lima yang berada pada orde IV memiliki interaksi yang lebih terbatas karena 
fasilitas yang tersedia hanya mencakup kebutuhan dasar masyarakat setempat. 

Analisis Gravitasi menunjukkan bahwa jumlah penduduk dan jarak tempuh menjadi 
faktor utama dalam menentukan intensitas interaksi antar wilayah. Kecamatan dengan 
jumlah penduduk yang besar dan jarak tempuh yang relatif dekat, seperti Kecamatan Oebobo 
dan Kecamatan Maulafa, memiliki tingkat interaksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan 
kecamatan yang lebih terpencil atau memiliki fasilitas yang kurang memadai. Jumlah 
penduduk yang besar dan jarak tempuh yang lebih dekat memiliki daya tarik yang lebih 
tinggi sebagai pusat interaksi sosial dan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa kedua 
kecamatan tersebut memiliki hubungan yang kuat dalam hal mobilitas penduduk dan 
aktivitas ekonomi. Sebaliknya, interaksi antara Kecamatan Kota Lama dan Kecamatan Kelapa 
Lima memiliki nilai gravitasi yang lebih rendah. Meskipun jumlah penduduk di kedua 
kecamatan cukup besar, jarak tempuh yang lebih jauh menjadi faktor pembatas yang 
mengurangi intensitas interaksi.  

Pola interaksi antar wilayah dapat dijelaskan dengan Teori Gravitasi Hansen, yang 
menyatakan bahwa interaksi antarwilayah dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan jarak 
tempuh. Dalam penelitian ini, Kecamatan Oebobo dan Kecamatan Maulafa memiliki interaksi 
tinggi karena jumlah penduduk yang besar dan jarak tempuh yang relatif dekat. Selain itu, 
Teori Sistem Pelayanan dari Peter Haggett juga relevan dalam menjelaskan bagaimana pusat 
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pelayanan harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Dalam hasil 
penelitian ini, ditemukan bahwa kelengkapan fasilitas publik seperti pendidikan, kesehatan, 
dan rumah ibadah sangat menentukan tingkat aksesibilitas dan interaksi antarwilayah di 
Kota Kupang. 

Hasil analisis ini memberikan wawasan penting untuk perencanaan wilayah, seperti 
pengembangan jaringan transportasi yang lebih efisien untuk meningkatkan konektivitas 
antar kecamatan. Selain itu, data ini juga dapat digunakan untuk menentukan prioritas 
pembangunan fasilitas publik di kecamatan dengan nilai gravitasi yang lebih rendah, 
sehingga dapat mendukung pemerataan pembangunan dan meningkatkan aksesibilitas 
layanan bagi seluruh masyarakat di Kota Kupang. Dengan demikian, analisis gravitasi ini 
menjadi alat yang efektif untuk memahami dinamika interaksi antar wilayah dan merancang 
strategi pembangunan yang lebih terintegrasi. 

Pola interaksi antar wilayah di Kota Kupang dapat dianalisis dengan teori gravitasi 
Hansen, yang menyatakan bahwa daya tarik antar wilayah ditentukan oleh jumlah penduduk 
dan jarak tempuh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kecamatan Maulafa dan Oebobo 
memiliki tingkat interaksi tertinggi karena jumlah penduduk yang besar dan aksesibilitas 
yang lebih baik. Temuan ini konsisten dengan penelitian Patrik et al. (2021) tentang Kota 
Bitung, yang menunjukkan bahwa kecamatan dengan fasilitas paling lengkap memiliki daya 
tarik yang lebih besar dalam interaksi antar wilayah. Selain itu, hasil penelitian Permana 
(2023) tentang struktur ruang Kabupaten Samosir juga menemukan bahwa pusat pelayanan 
utama berdasarkan analisis skalogram dapat memberikan efek penyebaran bagi wilayah 
hinterland di sekitarnya. Ini sejalan dengan bagaimana Kecamatan Maulafa di Kota Kupang 
berfungsi sebagai pusat pelayanan yang menarik interaksi dari kecamatan lain, menciptakan 
pola interaksi dan mobilitas penduduk yang lebih tinggi. 

 
KESIMPULAN 
1. Berdasarkan hasil Analisis Skalogram nilai Coefficient of Reproducibility (COR) atau nilai 

kelayakan berada di bawah nilai batas sebesar 0,888889 (<0,9). Hasil perhitungan COR 
dianggap tidak layak karena masih terdapat wilayah yang belum memiliki fasilitas yang 
diperlukan untuk mendukung kebutuhan dasar masyarakat secara optimal. 
Ketidaklayakan ini disebabkan oleh distribusi fasilitas yang tidak merata, keterbatasan 
infrastruktur, serta aksesibilitas yang kurang terhadap layanan dasar seperti pendidikan, 
kesehatan, dan ekonomi. Kecamatan Maulafa, sebagai pusat pelayanan utama dengan 
hierarki tertinggi (Orde I), memiliki fasilitas yang lebih lengkap dibandingkan Kecamatan 
Kelapa Lima yang berada pada Orde IV memiliki fasilitas yang paling terbatas. 

2. Struktur Wilayah Kota Kupang Sesuai dengan Teori Lokasi Hasil Analisis GIS 
menunjukkan bahwa pusat pertumbuhan Kota Kupang mengikuti Teori Lokasi Von 
Thunen dan Christaller. Kecamatan Maulafa dan Oebobo menjadi pusat pelayanan utama 
karena memiliki aksesibilitas tinggi dan kelengkapan fasilitas. Wilayah pinggiran seperti 
Alak dan Kelapa Lima memiliki fasilitas terbatas, yang mencerminkan pola hirarki yang 
dijelaskan oleh Christaller. Pola ini menunjukkan bahwa wilayah dengan akses lebih baik 
cenderung menarik lebih banyak penduduk dan aktivitas ekonomi. 

3. Analisis Gravitasi menunjukkan bahwa interaksi antar wilayah di Kota Kupang 
dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan jarak tempuh. Kecamatan dengan jumlah 
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penduduk yang besar dan jarak tempuh yang relatif dekat, seperti Kecamatan Maulafa 
dan Kecamatan Kota Raja, memiliki tingkat interaksi yang lebih tinggi dibandingkan 
kecamatan yang lebih terpencil atau memiliki fasilitas yang kurang memadai. Pola 
interaksi ini memberikan wawasan penting untuk perencanaan wilayah, seperti 
pengembangan jaringan transportasi yang lebih efisien dan peningkatan fasilitas publik 
di kecamatan dengan nilai gravitasi yang lebih rendah. 
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